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BAB V 

PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI 

 

A. Pendapat Hukum   

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diberikan 

pendapat hukum sebagai berikut: 

1. Perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Legal Memorandum, yaitu 

Bagas dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena perbuatan yang 

dilakukan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana menurut peraturan 

perundang-undangan dan menurut pendapat ahli. 

2. Ketentuan yang dapat dikenakan kepada Pemohon Legal Memorandum 

adalah Pasal 351 ayat (1) KUHP karena perbuatan yang dilakukan telah 

memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 351 KUHP. Pemohon Legal 

Memorandum dapat dikenakan hukuman atas tindakannya yang 

dianggap sebagai tindak pidana penganiayaan, sesuai dengan ancaman 

hukuman yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan analisis kasus dan pendapat hukum yang telah 

diberikan, penulis memberikan rekomendasi agar Pemohon Legal 

Memorandum dapat memperoleh faktor-faktor yang meringankan dalam hal 

pertanggungjawaban pidana dengan Pertama, mengupayakan Keadilan 

Restoratif, untuk menerapkan Keadilan Restoratif dalam kasus ini, perlu 

memperhatikan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 
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Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak 

Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu:  

 Berdasarkan Pasal 5, syarat materiil yang harus dipenuhi adalah: 

a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat. 

b. Tidak berdampak konflik sosial. 

c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa. 

d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme. 

e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan 

pengadilan. 

f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan 

negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa 

orang. 

Berdasarkan Pasal 6, syarat formil yang harus dipenuhi adalah: 

a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana 

narkoba. 

b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali 

untuk tindak pidana narkoba. 

Dalam hal ini Pemohon Legal Memorandum dapat mengupayakan 

perdamaian diluar pengadilan agar kasus ini tidak berlanjut di pengadilan 

dengan mengunjungi rumah korban untuk bertemu dan melakukan dialog 

serta meminta permohonan maaf kepada korban dan keluarganya, tujuannya 

adalah untuk mencapai keadilan atau kesepakatan yang diharapkan oleh 
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pihak korban, mengingat perbuatan yang dilakukan Pemohon Legal 

Memorandum baru dilakukan sekali dan perbuatannya tidak bermaksud 

untuk mengakibatkan korban patah tulang. Kedua, memberikan 

kompensasi kepada korban sebagai bentuk tanggung jawab Pemohon Legal 

Memorandum atas kerugian yang diderita. Kompensasi ini dapat berupa 

menanggung biaya pengobatan korban selama menjalani perawatan di 

rumah sakit, apabila Keadilan Restoratif tidak dapat dilakukan, maka 

Pemohon Legal Memorandum harus kooperatif dan harus menjalani 

hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. 
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